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PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

JI. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Teip. (021) 8525243 Kodz Pos 17143
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KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR : 421.2/Kep.32-Disdik/11/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL HASANAH

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang “ bahwa berdasarkan Rekomendasi Pendirlan Sekalah
dari Badun Pelayanan Perizinan Terpadu (BRFT)
Pemernimah Kota Hekasi Nomor 421.2/25BPPT
tanggal 07 Descmber 2015 tentang  Pendigian
Sckaolah Dasar Islam Terpadu Al Hasasah glol
Yavasan Miftahul Hasanah teluh didirikat Selédluh
Dasar Islam Terpadu Al Hasanah; <

b, | bahws berdasarkan perumbangan, schagaimana
dimauksud huruf a, maka dalam - ranglen
mengopernsionillknn sekolah yang telal didtisikar
tersebut periu dibenkan izin Operasional vang
ditetapkan dengan Kepurusan Walikoms

Mengingat . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 temtang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat I, Belasi
(Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 1996
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Repoblik
Indonesia Nomaoar 3663,

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentung
Yayasan (Lembaran Negara Republik Tndendsis
Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan  Lenibarin
Negara Republik Indoncmia Nomor - 4132y
schagnimana telah diubah dengan Undam-Undan
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan - Alas
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 wealsng
Yayasan (Lembaran Negara Republik ‘Indorcsial
Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan  lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4230); .

o

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistern Pendidikan Nasional  (Lembaran | Negia,
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LT 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 teéntang '.k‘.'
;3{ Sistern  Pendidikan Nasional (Lembaran Négara :.',.,.
i}_‘ Republik  Indonesia  Tahun 2003 Nomor 28, <
A Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia | j2S
764 Nomor 4301), AN
;‘L.-, &) Undung-Undang Nomor 23 Tuhun 2014 tentang ' "‘;,
<y Pemerintahan Docrnh (Lembaran Negara Repubitik e
A indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanibaliao |AS
.-’1:.‘ Lembarun Negaran Republik Indonesin Nomor 5587) ;.i"
- 2% scbagaimana tclah  diubah  dengan  Pemturan |4
7 Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2 | SN
L2 Tahun 2014 tentang Perubahon Atuw Undung | @<
AN Undang Nomor 23 Tahun 2014 ientang %
: Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republk "
7Y Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambaban: | RS\
:" Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 5679)! ‘_.‘:
AL e
?3, S Undung- Undung Nomor 30 Tahun 2014 tentang |SE
S () Admimstrasi Pemerintohan (Tambahan Lemberan | OGNS
BT Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, {u
} Tumbahun Lembaran Negara Republik indonesia R
:{f" Nomor 5601); ':]",,
\-\“ 6 Peraturan Pemernntalhy Nomor 28 Tehun 1550 fp"
i tentang  Pendidikan Dasar  (Lembuarsin  Négara
Y Republik Indonesin Tuhun 1990 Nomar 35, | 3§

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia | &
Nomor 3412) sebagmimina telnh diubah  dengnm | S

" .
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998

% tentang Perubahon Atns  Peraturan  Pemonntah 3
S/ Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Ddsar’
[Lemburan Negara Republik Indenesia Tahun 1998 N
“.Y Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republic | § :\
>~ Indonesia Nomor 3763); iy

7 A= ; -
A5 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (
':3. tentang Swuandar Nastonal Pendidikan  (Lembaran .;:,‘.
WL Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, 185
o Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia |57
e Nomor 4462}, ¥
Y "
\‘\“ Q Peraturan Pemerintalh Nomor 38 Tahun 2007

: teritung Pembagisn Urusan Pemenniahan Antuss

I'_f'j Pemerintah, Pemcernntahan Dacrah Provwnal  dan

3 Pemerintahan Dscrah Ksbupaten /Kot (Lemisaan

2L Negara Republik Indonesin Tahun 2007 Nomar 82,

S Tambahan Lembaran Negara Republik Indonésis”

s ‘:. Nomor 4737];

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
‘T tentang Organisasi Perangkat Daecrah (Lemburan

Bl esx adbnabliltie' P aeatae A0 _J . A G L S0 15 Sehah
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o ": 10. Pematuran Menteri Dalam Negeri Nomor | Twhun :E,
&6 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daesriahk |78
A, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201§ | B
(_;VJ Nomor 32); r\\
AL ’ )
As (1. Peraturan Dacrali Ko Bekasi Nomor 13 Tahun o
) 2014 tentang Pengelolaan dan Penvelenggardarn S
R4S Pendidikan di Kota Bekasl (Lembaran Daerah Koma |4
A Bekasi Tahun 2034 Nomor 13 Sen E; :’ >
N2 . 5
XY 12 Peruturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahon | €
~ 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajid dan -
N Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemernintah Kota
el Bekasi (Lembaran Dacrah Kota Bekasl Tahun 2008
o - - -
s Nomor 3 Sen E).
A
oA 13 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun

2008 tentung Dinns Dasrah Kota Bekasi (Lembaran
Dacrah Kota Bekawi Tabun 2008 Nomor 6 Sen, D)
sebagnimana (eluh Beberapa kall diubab terakhic
dengan Peraturan Daeralh Kota Bekasi Nomige 10

(o. 5 i‘j“"
b; DO

‘4

:'T“ Tahun 2014 tentang Perubahan Kctiga, Azas
o Peraturan Daerah Kota Bekasi Numor 06 Tahun
p A 2008 tentung Dinas Dacrah Kota Bekasi (Lemsbiran

Dacrah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 10 Ser D).
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Memperhatikan : 1 Keputusan Menteri Pendidikan Nasions!  Nomyr
060/U/2002 Tabun 2002 tentung Pedomin
Pendinan Sekolah;

R

2 Keputusan Walikotin Bekasi Nomor 33 Tahun 2013
tentang fPedoman Pendinan Satuan  Pendidikan

4 Jepjang Sekolah /Madrasah,  Pendidikan Nonformual
r A Informal dan Pendidikan Anak Usls Dini [FAUD)!
L5
: 3 Rekomendasi  Pendiniun  Sekolah don  Hadan
:’s‘ £ Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemérintah
e ¢ Kots Bekusi Nomor 421.2/23-BPPT tanggal D7
:"" Pescmber 2015 t\entung Pendiriun: Sekolah Daser
\ Isilam Terpadu Al Hasansh oleh Yayasan Mifrahol
NN Hasanah;
_
4: 4. Akta Notaris Hj. Tuti Alawiyvah, SH Nomor 40,
L tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pendirian Yayusun
> Miftahul Hasanah dan Surat Keputusan Menteri
. Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-
o 4907.AH.01.02, Tahun 2008 tentang Pengesahi
QY Yayasan Miftahu! Hasanah;
,} 5 Hasil Pelaksanaan Studi Kelayakan pada Sekolal

‘—.\ : Dasar Islam Terpadu Al Hasanah tanggal 22
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=S 6. Surat permohonan dari Yayasan Miftahul Hasanah :k“
KyT\s Nomor O7/YAPIMA SD/XII/2015 tanggal 08 | GNo
&hy Desember 2015  perihal Permohonan =g 4&
= Operasional Sekoleh Dasar Islam Terpadui CAL | A8
Hah Hasanah, Jalan seroju Kampung Ceger Nomor [ RT f’ o\
e 10 RW 02 Kelurahan Harapen Juya Kecamatan | SR8
_4«&' Bekasi Utars Kot Bekas: H "‘l;;
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“
e
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MEMUTUSKAN:

% 3
b Menetaploan L
\"Q\g KESATU lzin Operasional Sekolah Dasar [slam Terpadu. Al >
A Hasanuh diberikan kepada Yayasan Miftahul Hasanah' | SN
o vang beralamat di Jalan seroja Kampung Ceger Nomor 11 | S

! D RT 10 RW 02 Kelurahan Harupan Juyw heeamatan ;l“-
A Hekasi Utara Kota Bekasi ' 4
.4:', KEDUA Pemberian  lzmn  Operasional  Sekolah, sebagaimana EE.-'
G) dimaksud pads Diktum KESATU berlaku sepanjang -
"y motrenithi Ketentuan vang derlaku dun wajib didaftarkan A
._«f'r ulang sctisp 3 [tiga) tahun sekali pada Dinas Pendidikan, Q :
BN | KETIGA . Menugiskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Desar | L8/
2 Dinas Pendidikan Kota Bekas! untuk melaksanukin '_\
)& pembinaan deml Kelancuran penyelenggaraan  sckolah ¥
o e tersebut. SRS
P & o> 10
.t; KEEMPAT Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal ditetapksn 1G4
Va5 dar akan diadakan perubshart apabils dipandang peria S

N, )
AN
'

-
) Ditetapkan di Bekasi Ny
5 pada tunygal : 3 Fehrwavi 2414 SN
AL o
. 12
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) Tembusan Yth
| | Menteri Pendidiknn dan Kebudayaan di Jakarta; e
#6| 2. Dircktur Pembinsan SD Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud i
L2 Jakarta,
> 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
¥ 4, Walikota Bekaasi,
Y 1 5 Inucekor Kota Belkas




